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Abstrak

Masalah lingkungan hidup diwilavah perkotasm merupakan masalah yang tak koarjung berakhir,
Bahwa setiap magyvarakat membubibkan hidup sehat, namun hal bersebut seolab sulit megadi
kenyataan bagi masvarakat perkotaan vang disebablan karena jumiab penduduk yang Hap tahun
meningkat sehingga lerfadi pengalibfungsian lahan yang berakibat pada semakin menimgkatnva
percemaran udars maupun pencemarare air. Oleh kinma ibo, pemerinkaly pusat mengharapkan bagi
setiap wilayah atau daerah menyediakan RTH 30% dari buasan kota, !“u;uu.n dilakukannya penelitian
ini adalah untuk menganalisa pemberlakuan Perda Hutan Kota di Surabaya serta mengetahui upaya
pemerintah daerah dalam memenuohi lahan hotan kota pada wilayah perkotaan Penelitian ini
menggunakan metode yvuridis normatif. Sebagail bagian dari BTH, pengembangan hutan kota di
Surabava sangat dibotubkan oleh masyarakat oleh karenanya diperfukan kerjasama  antars
pemerintah dengan masvarakat dalam pengelelaan dan pengembamgan hutan keta, Pemenuhan
Iaasan butan kot di Surabaya dapat dilakukan dengan mamaksimalkan bentuk dari hotn keta yang
telah diatur berdasarkan pada Perda Hotan Kota, vakni dapat demgan bentuk jelaar, mengelompok
maupun menyebar.
Kata kunei: hukam Eota; perkotaan; ruang terbuka hijau
Pendahuluan

Sebagar kota terbesar kedva di Indonesia, Surabava dijadikan sasaran bagi daerah
disekitamva sebagai tempal untuk meningkatkan taraf kesejahleraan dengan melakukan
urbanizasi, sehingga dapal terpenuhinya kebutuban ekonomi masvarakal. Secara tidak

disadary, urbamsasi berpengaroh pada pemingkatan umlab penduduk di Surabaya,
Berdasarkan data Dispendukcapil hingga bulan Januar 2009 mencatat jumiah penduduk
Swrabava telah mencapai 3,158,943 jiwa dan berdasarkan pada Isju pertumbuhan dard tahun
2018 ke 2019 jumlah penduduk meningkal sebanyak 2.07% dengan kepadatan pendudub
berada di kecamatan Tambaksari vang mencapai hingga 2392517 Peningkatan jumlah
penduduk berpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan di Surabava vang semakin
buruk, karena masvarakat akan melakukan pembangunan untiok memenuhi kebutuhan
tempat timggal dengan melakukan alih fungss Bahan sehingea mengakibatkan semakin

I Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, |1 Dr I, H. Soekarno Mo, 301 Surabaya |
dinigukde.acid.
2 Fakultas Hokum Universitas Katolitk Darma Cendika, |1 Dr. e H. Soekarmo Mo, A1 E-urﬂl:la.}r.l L
ra.many@yaheo.com.
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48




Pernemalim Luasan Hudan Koda,

sedikitoya Bhan untuk memaga keseimbangan  ckosstem,  Penggunaan lahan oleh
masvarakal secara tidak berlanggungjawab dapat mengakibatkan lingkungan menjadi
tercermnar dan berpengarub pada Kualitas hidup masyarakal perkotaan.*

Aspek vang melatarbefakangi masalabh lingkungan wilavah  perkotaan antara lain
aspek fisik, yakni masalah linghungan vang muneul akibat dari adanya pencemaran
lingkungan dan aspek: soslal masvarakat, vakni masalah lingkungan vang muncul akibat
tingkah kaku dari manuesia il sendind yang menjadikan kehidupan menjadi lidak tenang dan
tidak wyaman.® Masalah fingkungan vamg terjadi di wilavall perkotaan pada akhirnva
membentuk kesadaran lingkungan bhagi masvarakal maopun pemerintah. Pemerintab
sehagai fungst pengatur mengeluarkan perauran mengenai pentingnya keberadaan hotan
kota pada wilayah perkotsan yang dituangkan dalam PP Moo 63 Tahun 30602 tentang Hutan
Fota dimana setiap daerah dibaruskan untuk menyvediakan hutan kota dengan tujuan unfuk
memjaga keseimbangan ekosistern dan menjaga kualilas hidup masvarakal kola,

Surabaya merespons kebijakan tersebut dengan melakukan pembentukan Peraturan
Dacrah Kota Surabava Momor 13 Tabun 2004 tentang Hutan Kota (Perda Mo, 13-0014)
sehagai wojud kepastian hukum mengenai keberadnan hutan kota di Surabava, Hutan kota
sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (KTH) publik harus disediakan minimal 10%, dari
Iuasan wilavah. Surabaya memiliki luas wilayah 326,81 km* dengan jumlah penduduk lebih
dari 3.158.943, maka diperlukan penyediaan hian kola seluas 3300 ha. Saat ini, Surabayva
masih memiliki B (delapan) hoton kota, antam lain: Hutan Koka Pakal Benowo scluas 6 ha;
Hutan Mangrove Wonorejo dengan fues 800 ka; Hutan Kota Warngong: Hutan Kota Balas
Klumpik seluas 45 ha: Hutan Kota di Jalan Lempung Ferdana: Hutan Kota Mangrove
Gumung Anvar seluas 3 ha; Hulan Bambu Kepulih dengan luasan 40 ha, dan Taman Hutan
Rakyat seluas 1.9 Ha,

Berdasarkan data tersebut, luasan hutan kota di Serabaya masih belom memenubi
ketentuan  sesuai dengan  Perda Huotan Kota, sehingega  diperfukan upava  dalam
pengembangan hutan kota di Surabava agar dapat terpenuhd luasan hutan kota sesuai
dengan kelentuan vang ditetapkan. Selain mengupayakan pemenuhan lussan hutan keta di
Surabava, juga perlu dilakukannya analisis dam evaluasi terhadap Perda hutan kola
sehingga dapat diketahui penvebab tidak dapat ferpenuhinya fuasan hutan kota serta ontuk
melakukan analisis terhadap kewenangan pemerintah sehingga tidak terjadi tum pang tindib
kewenangan: dalam pengelolaan hutan kota dan dapat mengetahul komitmen pemerintah
dalam menciplakan kelestarian, keserasian dan kesimbangan ekosistem perkotaan mekalui
pengembangan  dan pengelolaan hutan kot di Sumbava  schingga  menghambat
penngembangan hotan kot

Terdapat 4 [cmpat) :'IJ"L" yang membahas hutan kot pada wilayah perkotaan,
Artikel pertama dengan judul Kebotuhan Hutan Kota Berdasarcan Emisi Kortbondiok sida di
Kota Prabumulih Provinst Sumatera Selatan dengan fokus penglitianmya telah beraliby fungsi
menjadi  lokasi wvang lerbangun sehingga memperlukan wpava lainnva agar lelap
mengurangi karbondicksida yang dibasilkan dengan pembangunan vang dilakukan secara
vertikal dan melikekan pengurangan baban bakar fosil depgan menpeantikan dengan

4
4 .al.lan [Pusat S-'Irtil.'l:lh .Il'.'d;n'nr.r: J'..iar;g:l:un__gprr H'il.ﬂup.' Karaltires Unghnq.;:m f'.!.l.l.l'.l-r,:lI Perkotear, 20019, |
* I Khambali, Model Feremcamanr Vegelied Hurkor Kofe (Y ogvakarta: ANDE200F), M1
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bahan bakar vang rendah emisit Artikel kedua dengan judul .l.\nuJims Implementas 30%
Ruang Terbuka Hijan di DE] Jakarta vang memberikan simpulan hahwa dalam penvediaan
RETH. DEI Jakarta belum mencapal 10% sebagal upava untuk memenuhi targel penvediaan
ETH vang dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan,
meTungkatkan partsipast m:ls}rara.\l serta penguatan regulasi”

Artike] ketiza dengan judol Implementasi Peraturan Dacrah Koeta Surabaya Momaor 7
Tahun 2002 Tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kases Kebun Bibit Bratang Kota
Swrabaval® pada artikel ini disimpolkan bahwa kebijakan FETH di Surabaya berdasarkan
pada Perda telah berjalan demgan baik. Secara kﬂlemh*.an dan pengawasan telah
dilakukan dengan baik pula. Artikel ke empat dengan judol Penyed iaan Buang Terbuka Hijan
(KTH) Menurut UL Mo.s/ 2007 Tentang Penataan Buang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan BTH
¥ Dagrah membenkan kesimputan mengenai penyediaan RTH i beberapa kota besar
sepert Bandung, Makazar, Mataram dan Malang telah mengmplementasikan UU Penataan
Ruang dengan mengeluaran beberapa kebijakan daerah vang mengatur lentang RTH
dengan  melindungi  Kawasan  lindung, melakukan pengembangan RETH  melalud
pengembangan jalan dan wiilitas serta pengaturan mengenisi kepadatan bangonan.®

Artike] ini berbeda dengan pembabasan pada artikel-artikel sebelummya. Secara garis
besar, lokast peneiian vang seat mi dilakukan adalah kota Surabava dan fokus pembahasan
pada penelitian ini adalah dengan melakukan analisis lerhadap Perda hutan kela, dimana
pada penelitian sebelumnyva dalam 5 (lima) lahun kebelakang belum ada vang membahas
secara kKhusus terkait analisis terhadap kebijakan mawpun keberadaan hutan kota sebagai
bagian dari RTH namun, pmeliian lebih banyak dilakukan mengenas RTH dan membahas
mengenai urgensi kebutuhan hukn kot pada wilavah  perketaan dengan tingkat
pencemaran tinggi. Oleh Karena ile, dalam perelitian ini akan membahas mengenai
bagaimana amalisis Perda Moo 15 Tahun 2004 tentang Hutan Kota terbadap keberadaan
hutan kota di Surabava dan wpava yang dilakukan pemerintah kota Surabava dalam
pemenuban uasan hotan kota di Surabava?

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisa secara vuridis normatif dengan
mengkaji serta menganalisa Perda Moo 152004 untuk dapat membert jawaban atas masalah
vang diaukan, Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga
menggunakan pendekatan konseplual vakni dengan menggunakan lteratar, jurnal maupun

o Yuniar Pratiwda, Eﬂdl:i Murfilmarass Dachlanb, and Lilik Budi Prasetye. *Kebutuhan Hotan Kota
Berdasarkan Emizi Kackondioksida di Kok Prabumulih Provisd Sumatera Selatan’, Peirgeladae
Sy by Aleofhen Lingkungaen, 6T (2006), 45-52
T Pargi Prakeso and Herdis Herdiansyah, “Analisis Implementasi 30% Ruang Terbuka Hijan D6 Dkd
lakarta’, Mijaiah @il Globe, 21.1 (2019), 17 <https: ! /dod.org/ 10. 24895 mig, 20 9.21-1. 865,
" ks ll'IIJI.'J'p'H.T!I.,,. E'u:la.nﬁ Imclartuh, amd HaE;l:u.-_t qﬂu!m'_lam |.I.'I'IPJLIII.JL'I|::L"|.I Poraturan Daerah Kuh
Surabaya Momor 7 Tahun 2002 Tentang Kebijakan Buang Terbuba Hijau (Studi Kasus Kelun Bibit
Bratang Kota Surabaya), [PAF: Jurel Peelition Adicoestess Publik, 31 @017, &75-70
<htips:/ / doi.org@0.309%/ jpap.v3il.1238>
? & Prikandono, "Penyediaan Ruang Terbuka I-I1Jau {BTH} Merurut LILE Moo 2007 Tentang Penataan
Kuang Dan Fenomena Kebgakan Penyediaan RTH Di Daeraly’, Jurmalperandiims. Po. Coold, 26, 20049,
13-,
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laporan-laporan lainnva yang: meodukung agar dapat menjawab darl nemuosan masalah
vang dibahas.

Hasil Penelitian dan PFembahasan

Kebijakan Hutan Kola di Surabaya

Kesadaran pemerintah wntuk penyelenggaraan hutan kota pada: wilayah perkotaan
didasarkan pada perimbangan: a) pohion dan tumbuhan dalam hutan kata berfungsi untuk
menyerap gas karbondioksida dan menghasilkan oksigen) b) mobifisasi pendudok kota
menggunakan  kendaramn bermotor  serta berkembangnyva  kegiatan  industri. yang
ey ebabkan pencemran udara; <) semakin luasnva wilavah permukiman pada perkotaan
akibat penmgkatan jumiah penduduk vang fidak selaras dengan tuntutan masyarakat untuk
hidup nyaman pada wilavah perkotaan Dorongan tersebul semakin diperkuat dengan
adanva kebijakan pemerintah unfuk menyelenggarakan hutan kota pada wilavah perkotaan
vang tertuang dalam Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Momor 63 Tahun 2002
tentang Hutan Kota (PP Noo 63-22002) magpun Peraturan Menten  Kebubanan Mamor
P71 Menhut-11/ 2009 tentang Pedoman Penvelenggaraan Huton Kota (Permenhuat 71-099,
Melihat kondisi lingkungan saal ini, para ahli hukum lingkungan iket berperan penting
dalam mermnberikan masukan. didalam  pokok-pokok pikiran levhadap pemerintah agar
kchijakan vang dikeluarkan dapat mendubung keseimbangan lingkungan hidup. !

Tahun 1978, hutan kota mulai diperkenalkan pada saat Kongres Kehutanan Sedunia
vang disclengamkan di Jakarta dan tahon 1980 muki digalakkan program hotan kota vang
disehabkan semakin kualitas lingkungan di perkotaan schingga pada  tahun 1999
ditetapkannya Undang-Undang Repubtik Indonesia MNomor 41 Tahum 1999 lentang
Fehutanan (LU Moo 31-1999 dimana - dalam Pasal 9 avat (1) memberikan penjelasan
mengenai fungs hutan kata, yakni untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan
resapan air, Tahun 3002 disahkannya PP Mo, 63-2002 yvang memberi amanat agar penvedinan
hutan kota paling sedikit 10% dari luasan wilavah kota. Pengaturan hutan kota tersebul
menunjukkan bahwa dari tahon ke tabun, kwealitas lingkungan perkolaan semakin
memprihatinkan  sehingga  membulubkan aluran  mengenai opava dalamy  menjaga
kescimbangan chosistern pada wilavah perkotan,

Diefinisi hutam kota berdasarkan pada PP Mo, 632002 dan Perda N 15-2014 tentang
Hutan kot yaknt suatu hamparan lahan yvang bertumbuoban pohon-pobon vang kempak
dan rapat di dalam wilayah perkolaan baik pada tanah negara maopun tanah hak, vang
ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabal berwenang. Pengertian tersebut memberikan
penjelasan bahwa penetapan huton kota keberadaannya sebaiknya berada di dalam wilayah
porkotaan, bukan berada di wilayah pinggiran kota mengingat bahwa pusat kota menjidi
sumber dari pencemaran udara akibat emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor
maupun banvaknya gedung perkantoran yvang menggunakan kaca sehingga menjadikan
udara di pusat kola menjadi kbih panas dibandingkan dengan wilayah pinggir kola. Selain
itu, pembangunan hutan kota juga perle memperhatikan kondisi fstk kota,

Definisi hutan kota juga memberi penegasan bahwa  keberadaan hutan kota dapat
diselenggarakan diatas tanah milik negara maupun tanah hak vang telah ditetapkan menjadi
hutan kota obeh pejabat vang berwenang, vakni Walikota. Dengan adanya penelapan sebagai

:.Eadm Penelitian dan Pengembangan [Cuhuiauan. ‘Hutan Kota Untuk Permgembangan [enis Pobon
Potensial’, Keneniteian Refpckinm, 611 (2012, 1-5.
T Sqatrisno.
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hutan kota, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru vang harus dipatubi oleh

masyarakal untuk ikul melestarikan hutan kota dan merupakan bentuk legalitas terhadap
wilayah vang dfadikan hutan keda. Hutan kota vang berada ditanah milik negara dapal
dikelola oleh pemerintah dagrah maopun masyarakat, sedangkan hutan kota pada tanah hak
yvang tefah ditetapkan menjadi hutan kota, pengelelaannyva dilakukan cleh pemegang hak.

PP Mo, 832002 mengatur persentase penvediaan hutan kota pada wilayah perkotaan
sebesar 10%  dari luas wilavah sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik
[ndonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penalaan Buang (UU Mo, 26-2007) menentukan
bahwa RTH pada wilayah perkolaan minimal 30% dari lwas wilayah kota vang teragi atas
ETH publik pada minimal 20% dan BTH privat minimal 10% dan luas wilavah koeta, Hutan
kot termasuk dalam katagon BTH publik, namun dalam UL Mo, 26-200F tidak disebutikan
dengan detail persentase minimal penvediaan hulan kota pada wilayvah perkotaan. Selain
hutan kota, katagori RTH publik melipabi taman kota, taman Kecamalan, taman kelurahan,
tamnan BT - BW dan pemakaman.

Penyvelenggaraan hutan kota di Surabava bertujuan untuk memenuhi - kebutuban
lingkungan hidup vang baik dan sehat sesuai dengan amanat dan Pasal 28H avat (1) ULUD
MERI 1945, Selain itu hetan kota jugs dapat dimanfaatkan untuk tempat nefresimg vang mumh
dan bermanfaal bagi warga masvarakat Surabava. Tujean adanya hutan kola tersebut telah
sesual dengan. pengaturan yang diatur dalam Perda MNo. 15-2014, vakni mengorangi
pencemaran odara mavpun pencemaran air sehingga suhu vdara dapal menurn serta
mencegah terjadinys penumman air tanah, banjir lehkan mencegah terjadinya kekeringan
pada wilayah perkotaan. Agar tjuan penvelenggaraan hutan kota dapat secara maksimal,
idealnva pembentukan hulan kota terbentuk melalul peristiwa alam secara alami seporti
pada pembentukan hutan pada umuomnva. Namon pada wilayah perkotaan dengan ciri-ciri
khas vang dimilikinya, maka pembentukan hutan kola secara alami akan sulit terjadi
Semakin  berkembangnva wilayah  perkotaan maka akan  berpengaruh pula pada
keterbatasan pembentukan hutan kota secam alami’? Sehingga diperlukan pengelolaan
hutan kota pada wikayah petkotaan agar sedemikian rupa dapat memaksimalkan fungsi dan
tujuan adanya hutan kota,

Penvelenggaraan hutan kola berdasarkan Pasal 5 Perda Mo 15-2004 meliputi tahapan
penunjukkan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan hetan keta, Penunjubdan;
memepakan penetapan awal di wilavah perkobaan untuk menentukan lokasi maupun luasan
hutam kota, Lokasi hutan kota dapat diselengparakan pada tamah negara maupun tanah hak
Apabila tanah hak ditunjuk sebagai lokasi hutan koka, maka bagi pemegang hak, akan
diberikan konpensasi sebagai penggantian kérugian. Pendekatan pembangunan hutan Kota
dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembangunan pada lokasi tertente, vang didasarkan atas pertimbangan:
2, Berdasarkon pada penghitungan luasan kot
b Berdasarkan pada jumlah pendoduk

—a .

2 Ewva Sib Sundari, Pregram Studi, and Perencanasn Wilavah, “Studi Untuk Menentukan Fungsi
Hutan Keta Dalam Masalah Linghkongan Perkotaan’, firmal Perencamaen Wilpaly Don Kofe LNISEA, 72
{200a), H8-53.
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o, Berdasarkan pada permasalahan lingkungan
2. Pembangunan pada seluruh di seluruh area kota, vang dikdasarkan atas pertimbangan

bahwwa kota beserta komponen didalamnya merupakan bagian dari hutan kota, sehingza

kota perlu dilakukan penghijauan secara menyeluruh,®
Berdosarkon pada pendekatan dintos, Indomesia mencrapkan pembangunan hutan kot
dengan model vang perlama, vakni permbanguman. pada lokasi tertentu. Hal tersebul
dituangkan dalam Pasal 9 aval (1) Perda Moo 15-2004 dimana penentuan bulan kola
didasarkan pada luas wilavah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kola.
Model perlama meropakan kebalikan dari model kedua; dimana dalam model pertama
posisi hutan kota adalah bagion dan kota sedangkan model kedua memposisikan bahwa
pemukiman, kantor maupun industn justru menipakan bagian dar hutan kot Secara ideal,
untuk mengatasi masalal lingkungan perkotaan, model kedua lebib efektil untuk mengalasi
masalah lingkungan. Pertimbangan dalam penentuan butan kota berdasarkan Perda No. 15-
2004 antara lain qumlabh penduduk vang semakin baryak maka tingkat pencemaran pun
semakin tinggi schingga membutubkin luesan hutan kota yvang mampu menckan polus
pada wilayah tersebut, Pertumbubann penduduk dan peningkatan kekavaan memberikan
sumbangan  penting  terhadap  penurunan kuwalitas  lingkungan  hidup.®  Selain
memperlimbangkan kepadatan pendeduk, penvelenggaraan  lobasi hutan kota juga
memperlimbangkan sumber pencemaran di wilayah perkotaan, sehingga fungsi dari hutan
kota dalam vpaya untuk menckan tingkat pencemaran dapat beralan maksimal. Salah satu
sumber pencemaran pada wilavah perkotaan adakah kawasan permduostrian,

Kecamatan Asemrowo merupakan Xawasan vang dijadikan sebagai Kawesan
perindusinan di Surabava, dimana hingga tahun 2009 telal berdiri 395 industri baik induste
besar mawpun kecl, Mamun, hutan kota pada Kecmatan Asemrowo belum ada, schingiga
pemerintah perle membenkan perhation khissus untuk melakukan pengembangan butan
kota di Kecamatan Asemrowo, Mada dasamya, perusahaan mempuanyvai kewajiban dalam
menjaga keseimbangan lingkungan. Tanggung jawak sosial dan lingkungan oleh penssahaan
telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana perusahaan wajib melak-
sanakan langeungjawab uniuk melindung masyvarakal dalam menganlisipasi ancaman
lingkungan vang terjadi akibat suatu kegiatan atae usaha vang dilakukan oleh perusahaan,

Tahap penyelenggaran berikutova adalah melakukan pembanguman hutan keta vang
meliputi perencanaan dan pembangunan vang ditetapkan. dalan Rencana Tala Ruang
Wilavah (RTEW). Pembangunan hutan kola perlu memperhatikan tipe hulan kola. Pasal 13
avat (2) dalan Perda Mo, 15-2004 telah menentukan tipe-tipe dari hutan kota, diantaranya
adalah o) tipe kawasan permukiman; B) tipe kawasan industr; ©) tipe rekresss d) Gpe
polestarion plasma nutfah; e) dpe perlindungan dam f) tipe pengamanan, Hutan kot
memiliki fungsi yang berbeda-beda disesuaikan dengan tipe hutan kota begitu pela dengan
jenis pepohoman yvang ditanam akan disespaikan dengan tipe dari hutan kola entuk
menaksimalkan fungsi dari hutan kota it sendivi. Penentuan tipe hutan kola masuk pada
tahap perencanaan dan pembangunan.

1 Khambalbi,
+ Rahmadis, )
" Rudi Pistes, Fajar Sogianto, and Senggop Leosand Agostin, “Pemaknaan Kembali Techadap
Tamgung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan’, fumol Hukam Sogncn Opas, 300 (20204, 1-13
<hitbps: / /doiorg SO0/ jhome v3i]2630
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Perencamaan dan pembangunan hutan kota merupakan salah satu perwujudan dalam
mewnjudkan kota ramah lingkungan dengan maksud untuk menekan lingkat subu udara
sehingga dapal mengurangi pencemaran udara serta mencegah lerjadinya penurunan
kualitas air tanah dan mencegah lerjadinya banjir maopun kekeringan. Perencanaan dan
pembangunan merupakan sate tahapan vang tidak dapat terpisahkan satu dengan fainnya.
Fendekatan perencanaan pembangunan hutan kota menggunakan pendekatan fop = doon
karema menindaklanuti  peratumn perundang-undangan pusat antuk menjaga
keseimbangan ekosistem. Pendekatan fap - deien merupakan pendekatin dengan inksiatif
arganisasiflembaga tinngkat atas vang ditindaklanjul oleh organisasi/lembaga pada
tingkat bawah** Kebipkan penyvediaan hutan kota di Surabava didasarkan pada UUPPLH,
PT* Hutan Kota hingga Permen tentang Pedoman Penvelenggaraan Hutan Kota,

Hutan kota dapat berbentuk jalur, mengelonmpok dan menvebar, Ketiga bentuk hulan
kata lersebut wvang mampu memberikan manfaat lebib baik adalah hutan kota demgan
bentuk menggelompok karena bemtuk hutan kota seperti ini lebih mendekali bentuk hutan
yang sebenarmya. Hutan kota dengan bentuk jalur adalab pepohonan vang ditanam di
sepanjang jalur sebagai peneduh falan, jalur hjoe disepanjang tol mavpom el keneta api
sedangkan hutan kota dengan bentuk menyebar adalab pepohonan yang - difamam dapat
berbentuk jalur maupun terpisah. Secara ekologi, hutan kota memiliki beberapa fungsi
sebagal panu-paru kota, menurunkan suhu, melindungi sabwa, pencegah erosi, pengendali
polusi dan limbah, tempat pelestarian plasma nuifah dan bie - indikator, serta menjadikan
tamah menjadi semakin suboar!” Tabel berikut, disajikan dafa mengenai butan kota yang ada
di wilavah Serabaya berdasarkan pada lokasi serta lussan dan kepadatan penduduk serta
furygsi hotan kota.

Jumlak

Mama Huban Kota Lokasi dan Luasan Fungsi Hutan Kota Perduduk
Hutan Kota Pakal Kecamatan Pakal Penghasil oksigen vang baik dan Sh543
Bemaims demgan huasan d Ha sebapai tempat wisata sekaliguos

edukasi
Hutan Mangrove Kecamatan Rungkut Pencegah  teradinya abrasg  laut 13134
Wonorejo dengan [uas=an 500 Ha dan sehagal  bempal woisita
sokaligus edukasi
Hutan Kata Kecamatan Pencegah  tenadinya banjir dan 7755l
Warugung Karangpilang mengurangi polusi udara
Hutan Kota Balas Kecamatan Wivung Mercegah  polusi wdara dan T3a3
Flumprik dengan lnazan 4.5 Ha _ekowisata
Hutan Kota Lempung  Kecamatan Sambikerep Pecegab  teradinga. banjir dan BaTET
Perdara Lontar mengurangei polust udar
Hutan Mangrowve Kecamatan Gunumng Mereduksi gelompang pasang air G500
G‘LII.'I.I.I:HH Anwvar .."';n:,.'a.'r dengan lwasan 3 laut, L‘I'II.":I‘I':'I."HHJ'I abrasi  dan
Ha ehowdsata
Hudan Bambu Keputih - Kecamatan Sukolile Melindungt sumber air bersih 116593
demgzan luasan 410 Ha

Taman Hutan Rakyat  Kecamatan Sambikerep  Pelestarian alam, tumbuhan  dan TRI

Y hubammad Muokmin, Perencimain Perbmrginnen (Makasac: CV, Dua Bersaudara, 2007), 7.
17 Bpsbras 'I-‘n-'i:-:]i.?.r.:ettuﬁ. 4.
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dergan luasan 1,9 Ha ternak

Sumbwer-Surabaya dakam Angka 2020
Tabel 1.
Hutan Kota [ Surabava

Tahap ketiga penyelenggaraan hutan kota adalah penetapan vang dilakukan oleh
pejabat vang berwenang, vakni Walikota, Sesuwai dengan definisi kutan kota, maka bokasi
bertumbuhnya tanaman secara kompak maspun rapat baru dapat di katakana sebagai butan
kola apabila lelah dilakukan penetapan oleh Walikota. Dengan penetapan oleh pejabat vang
berwenang maka akan menimbulkan akibat hukom bagl seseorang maupun badan hukum
lainnya, Bagi sescoramg atan badan ikum yang dengan sengaja maupon tidak sengaja
miclakukon kegiatan atau aktvitas vang mengakibatkan perobaban pada fungsi hutan kota di
Surabava, maka akan diberikan sanksi administratil maspun sanks: pidana, Sanks vang
diberikan tersebul sebagai benluk perlindungan bagi keberadaan hutan kola di Surmabava,

Pengelolaan hutan kota disespaikan dengan bentuk maupun tipe dar hotan kota vang
tersedia. Hutan kota memiliki beberapa lipe, diantaranya adalah tipe pemukiman, tipe
kawasan industri dan tipe rekreasi, tipe keindahan kota, tipe pelestadan plasma nuifah, tipe
perlindungan dan tipe pengamanan. ' Selam scbagan bagian dan pelestarian plasma- mutfah
dan rekreasl atau ekowisala, hutan koda di Surabaya juga dibangun berdasarkan pada
perunfukannva atau fungsinya. Bahvwa hulan mangrove vang berada di wonorejo di
gunakan untuk mencegah abrasi mengingat babwea lokasi wororeo meropakan alivan anak
sungil menuju lautan, Begitu pula hutan kota inmya, bahwa pengembangan hutan kota
disesuaikon dengan fungsinga, Lahan hutan kota yang berada pada tanah hak, dapat
dikelola oleh pemegang hak, Sedangkan hutan kota yang berdirvi diatas tanah negara dapat
dikelola aleh cemérintah daerah mawpun masvarakat.

Pelibatam masyarakal dalam pengelolaan hutan kola sangat dibutuhkan sebagai
bentuk partisipasi masyarakat, Bahwa hubungan manusia dengan alam adalah saling
membutuhkan, Hubungan antara alam  dan manesia adalab hebungan vang  saling
membutuhkan. Alamy akan tetap lestari ketika dikelola dan dimanfaatkan secara baik, dan
manisia pun dapal memperoleh kualitas hidup vang baik kelika dapal memanfaatkan
sumber daya alam dengan baik pula®™ Kerjasamm antara pemerintah selaku pembuat
kebijokan dengan masyarakat sebagoi pelaksana kebijakan sekaligus pemantaat dan aparat
pencgak hukom sebagai garda depan dalam mendptakan keadifaan perfu ferus difingkat
sehagai upava untuk melindungi keberadaanhutan kota, Adanva sinergitas antara ketiganya
tersebul, maka tentunva akan berdampak baik bagi keseimbangan ecsistemy vang
merupakan harapan bagi seliap masvarakal perkolaan,

Upaya Pemenuhan Luasan Hutan Kota

Sebagai kota industri dan perdagangan, tingkat pencemaran di Surabaya cukup tinggi.
Apabila pencemaran tidak ditangani dengan setivs, maka akan berakibat pada penunonan
kualitas Imgkungam dan berbahaya bagi kesehatan mosyvarakat vang ada di dafamnya, Oich
karenanya, kehadiran Perda Mo, 15-2014 ini sangal baik guna memperbaiki kehidupan dan
Eeseimbangan ekosistiem. Penvediaan luasan hutan keta di Surabaya setidaknya 3,200 Ha

5] Khambali. [ ]
 Rurmua Novianti and Angga Seca Bahadin, ‘Peran komumtas Dalam Mengelola Hutan Kota
Kasus Sangia Buana , Jakarks Selatan’, AMosporakel & Buduge, 171 (2015), B9-100
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ataw sekitar 10% dar luasan wilavah Surabaya, meskipun saat mi leasan hutan kota di

Swrabava masih kurang dari 900 Ha namun pemerintahl teros berupava untuk memenuhi
luasan hutan kola sesual dengan Perda No, 15-2004 hingga tahun 2025 mendatang. Indikasi
adanya masalah pemanfaatan lahan vang merupakan dampak dari persaingan penggunaan
lahan antara fan® terjadinya alih fungsi lahon: akibat keterbatasan lahan, adanyva duealism
kepentingan dalam pembangunan, kuafites ingkungan wilavah perkotaan vang semakin
buruk akibat adanya krisis air maupun edara dan produksi imbah yang tidak terkontrol
akibal kegiatan atau akbifitas masvarakal, Oleh karema i, pemerintah daerabh merniliki
peran vang besar dalam melakukan pengawasan terhadap setiap aktifitas vang dilakubkan
alch masyarakat, Pengawasan dan kontrol yang dapat dilakukan oleh pemerimtab daerah
untuk mencegah terhadmya pengalih fungsian lahan adalah melakukan penetapan Rencana
Tata Ruang Wilayvah (RTRW) vang ditetapkan melalui Perda. Dengan demikian, pemerintah
dapal mengarahkan pembanguman di Surabaya secara seimbang sehingga mencegah
terjadina alih fumngsi lahan. Penataan ruang di Surabava juga memiliki peran vang stralegis
dalam mewunjudkan kualitas ruang vang berkelanjutan schingga dapat mewuudkan
kesejahteraan umum dan keadilan sesial sesuvan amanat kenstitussonal,

Penataan ruang harus memuat ases ke pastian hukum serta berkeadifan, Asas tersebut
mempertimbangkan adanya rasa keadilan bagi masyarakat serta memberl jaminan atas
perlindungan hak dan kewajiban sehingga tidak lerjadi kesenjangan dalam pembangunan
tata wilayah® Kepastian hukum dalam lala roamg hutan keta di Surabaya ditetapkan
berdasarkan pada penctapan wilavah ontuk dijadikan hotan kota oleh pejabat vang
berwenang, sedanghkan ases keadilan dapat: dilihat berdasarkan pada fungs hutan kota,
yakni untuk memberikan hak dalam memperoleh lingkongan hidup vang sehat  dam
seimbang.

Perhilungan kebutuban BTH pada wilayah perkidaan dipengearuhi oleh beberapa
faktor, antara lain™ adanya kebijokan tata mang pada wilayah dalam penenutuan kawasan
RTH, karakteristik bentang alam untuk digunakan sebagai fungsi khusus pada BTH dan
kepadatan penduduk datam rH:TI.'nmgan kebutuban BTH per crang, Kawasan RTH di
Surabaya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014
tentang Rercana Tala Ruang Wilayah Kola Surabaya Tahun 2004 - 2084 (Perda Mo, 12-2014]),
EPIMD kota Surabava 2006 - 2021 berupava untuk mewujudkan pengebolasn hetan keta
agar dapat berfungsi optimal baik secara chologes, sosial budaya, ckonomi dan estetika
dengan sislem pengelolaan hutan kota vang berkuwalitas. Pengelolaan hutan kota dilakokan
dengan melakukan penvesuaian jenk-jenis tananan vang ada di hutan kota dengan karak ber
dari kawasan hutan kota serta fungsi dari hutan kota it sendiri. Hal ini sesuai demgan tabel
vang tefah disajikan, Jumbah pendodek terhadap kebutuban BTH (hutan kota)l akan

;.'iKndu] Mlahi, Pengermbusgnn Pl Teor Dan Aplikest (Jakarta: Kencana, 2016}
2 Zainuri Zainori, Urgensi Kebijakan Hukum Penataan Roang Provinsi Kepulauan Dalam Sistem
Perataan Ruang Masional’, M furmal Dme Hubues, 14 (2008), 43-60 (http=: /S doberg /10,3059
F b DT,
* Widvastri Atsary Ratumy, Budi Faisal, and Agus R Seerisatmadia, * Kebutuban Buang Terbuka Hipu
Koty Pada Kawadan', Lirgkungin Binun Indonesie, 121 (20013), 3738,
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berpengaruh, semakin meningkatova jumish penduduk maka akan semaking besar
Eebutuhan hatan kela pada suatu eilavah untok memenuhi kebutuhan oksigen,

Perda No, 15-2014 membagi bentuk hutan kota menjadi berbentuk jalur, mengelompok
maupun menvebar, Ketiga bertuk hutan kota tersebut dapat dimanfaatkan bagi pemerintah
daerah schingga dapat memenuhi hissan hutan kota. di Surabaya, Hutan keta vang
bBerbentuk jalur adalah hulan kela vang dibangun secara memanjang: hutan kela yvang
berbentuk mengelompok adalah hutan kota vang dibangun dalam salo kesatuan dalam
lahan yang kompak; sedangkan hutan kota vang berbentuk menyebar adalab hutan kota
vang dibangun dalam kelompok-kelompok dalam bentuk jalur maupun terpisab. Saal ini,
bentuk galur hutan kota di Surabava belum ada atau belum ditetapkan oleh Walikota
sedangkan B [delapan) hutan kota yang ada di Sumbaya lebih banyvak membentuk
mengelompok dan menyebar. Oleh karena ite upava dalam pemenuban luasan hutan kola
data dilakukan dengan penvediaan hutan kota dalam bentuk jalur demgan memanfaatkan
flur penedub pada jalan rava, jalur hijgn pada tepn jalan kercta api mavpun sempadan
sungai mawpun pantal. setidaknya terdapat 4 {empat) sungai vakni sungai kalimas, sungai
greges, sungai tmbakose dan sungai branjangan. Pemerintab kota Surabaya dapat
menwmanfaatkan sempadan sungai tersebat untuk dimanfaatkan sebagai hulan kola. Tentunva
penvelenggaraan hutan kota bentuk jalur ini melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Perda
Hutan Kota vakni melalui tahap penunjukkan, pembangunan, penetapan dan pengelolaan,

Hutan kota dapat dikatakan sebagai hutan kota apabila telah mendapatkan penctapan
dar Walikota, Oleh karenanya, upava lainmya vang dapat dilakukan olch pemenntab daerah
adalah melakukan penetapan hutan kola sehingga luasan hutan kota dapat terpenuhi. Selain
itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pengelolaan dengan baik hulan kota vang
telonh  difctapkan, Schingga fidak hanya mengacu pada target loasan, mamun juga
pengelolaan dari hotan kota sehimpgga dapat  berfungsi sebagaimana  mestinga,
Penvelenggaraan hutan kota dapat berjalan dengan baik seseai dengan tujuan dan
manfaatnva dengan masvarakat wntuk bersama-sama melakukan pembinsan macpun
pengawasan terhadap keberadaan hutan kota. Upava pemerintah dalam memberikan
pembinaan kepada masvarakat dapat dilakukan melaloi pemberian pedoman, bimbingan,
polatihan, arahan mavpen supervisi. Adapon tujpan dan mafaat adanya penvelenggaraan
hutan kota adalah sebagai wojud pelestarian lingkungan serta menyeimbanghkon ckosistem
di wilayah perkolaan antara lingkungan, sosial dan budava,

Penutup

Berdasarkan pembahasan vang tefah diuraian diatas, maka dapat disimnpulkan bahwa
kebfjakan penvelenggaraan hulan keta di Surabava telah ditetapkan berdasarkan Perda No.
153-2014. Dimana kebutuhan hutan kota pada wilayah perkofaan sangal penting pguma
memjaga =erta memperbaiki keseimbangan ekosistem lingkungan, Dengan keseimbangan
ckosistern, funtutan masvaraat untuk mendapatkan kuafitos lingkungan vang baik dapat
terpemhi  sesual dengan amanat vang diberikan oleh kebijpkan dasar mepara kita,
Keberadaan hutan kota di Surabaya memiliki fungs: dan peran vang cukup besar. Oleh
karenanya penyelenggaraan hutan koda di Swrabaya menjadi priorilas pada program
pembangunan nasicnal. Hutan kota scbagai bagian dar RTH juga perlu mendapatkan
tempat vang strategis dan tepat mengingat fungsinva dalam mmgurangi emisi penoemaran
udara dan air cukup efektif. Hutan kota tidak hanva sebagai estelika kola nemumn juga
mampu menurunkan suhu serta mencegah terjadinya krisis air di wilavah perkotaan.
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Sehingga keberadaan hutan kota dapat mencegah terjadinea masalab lingkungan di wilayah
perkolaan. [ ]
Upava pementhan hutan kola di Surabaya dapal memanfaatkan bentuk hutan kota
secara menjalur, yakni memanfaatkan sempadan sungai vang ada di Samabava,
Penyelenggaraan hutan kota tidak hanyva berfokus pada pemenuhan luasan saja, mamun juga
perlu diperbatikan jenis dantipe dar butan kets itn sendin, Desgan demikian hutan kota
yang dikelola dapat berfungsi dengan baik dan memberikan dampak vang signifikan dalam
menekan pencemaran udara mawpun pencemaran air. Selain untuk pemenuhan luasan
hutan kota, pemerintah juga perlu mefakukan pengelolaan dan pengawasaan dalam
penyelenggoraan hutan kota sebagi bentuk keberlanjutan hutan kota dimasa vang akan
datang,
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